
25 

Vol. 05, No. 01, Tahun 2025 

As-Siyadah:  E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972 

Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Pelaksanaan Otonomi Khusus… 

  

 

Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok-Pokok 

Syari’at Islam: Telaah Prinsip-Prinsip Siyasah Dusturiyah 

 

Implementation Of Special Autonomy In Aceh Regarding Qanun Principles 

Of Islamic Sharia: Examining The Principles Of Siyasah Dusturiyah 

 
Cut Intan Regina Darlian, Hasnul Arifin Melayu, Husni 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 

180105085@student.ar-raniry.ac.id 

 

Abstrak 

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan hak otonomi khusus. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh mengamanatkan 

kewenangan khusus yang bersifat lokal namun sejalan dengan prinsip NKRI. Kewenangan ini 

dijabarkan oleh Pemerintahan Aceh dengan mengeluarkan sejumlah Qanun di antaranya 

Qanun No 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dan Qanun No. 8 Tahun 2014 

Tentang Pokok-pokok Syariat Islam. Penelitian ini mengkaji “Peraturan Pelaksana Otonomi 

Khusus di Aceh terkait Pokok-pokok Syariat Islam di provinsi Aceh (telaah prinsip-prinsip 

Siyasah Dusturiyah)”. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana kebijakan otonomi 

khusus terhadap syariat Islam di Aceh dan bagaimana prinsip-bprinsip siyasah dusturiyah 

terhadap otonomi khusus di Aceh. Metode penelitian ini berjenis yuridis normatif, dengan 

pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual dengan cara meneliti bahan-bahan 

pustaka. Hasil studi ini menunjukan bahwa otonomi khusus di Aceh berimplikasi pada 

legislasi hukum Islam dalam bentuk qanun yang sebagai wujud formal dalam pelakasanaan 

otonomi khusus, meski begitu pengelolaan pemerintahan Aceh tidak mengabaikan sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan syariat Islam 

yang meliputi aqidah, ibadah, muamalah dan akhlak. 

Kata Kunci: Otonomi Khusus, Qanun, Siyasah Dusturiyah, dan Syariat Islam 

 

Abstrack 
Aceh Province is one of the provinces that has special autonomy rights. Law Number 11 of 2006 

concerning the Aceh government mandates special authority that is local but in line with the 

principles of the Republic of Indonesia. This authority was outlined by the Aceh Government by 

issuing a number of Qanuns including Qanun No. 10 of 2002 concerning Islamic Sharia Courts and 

Qanun No. 8 of 2014 concerning the Principles of Islamic Sharia. This research examines 

"Regulation for Implementing Special Autonomy in Aceh regarding the Principles of Islamic Sharia in 

Aceh province (examination of the principles of Siyasah Dusturiyah)". The problem studied is how the 

special autonomy policy relates to Islamic law in Aceh and how the principles of siyasah dusturiyah 

relate to special autonomy in Aceh. This research method is of a normative juridical type, with a 

statutory and conceptual approach by examining library materials. The results of this study show that 

special autonomy in Aceh has implications for Islamic law legislation in the form of qanun which is a 

formal form of implementation of special autonomy, however, the management of the Aceh 

government does not ignore the systems and principles of the Unitary State of the Republic of 

Indonesia based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. with the aim of strengthening 

the implementation of Islamic law which includes aqidah, worship, muamalah and morals. 

Keywords: Special Autonomy, Qanun, Siyasah Dusturiyah, and Islamic Sharia. 
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Diterima: 25 Januari Dipublish: 15 Febuari 2025  

A. PENDAHULUAN 

Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

menyebutkan, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian 

“Perkataan khusus memiliki cakupan yang luas antara lain karena dimungkinkan membentuk 

pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya)
1
 Susunan pemerintahan 

ditetapkan dengan Undang-undang dengan  memperhatikan dan mempertimbangkan asas 

permusyawaratan sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah yang bersifat 

istimewa. Lahirnya peraturan daerah tidak lepas dari konsep desentralisasi yang merupakan 

konsekuensi logis dari demokratis. Tulisan ini akan membahas pokok-pokok Syariat Islam di 

Aceh. Fokus kajian adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat 

Islam. Sebagaimana di ketahui provinsi Aceh merupakan salah satu daerah istimewa, dalam 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 125 terlihat bahwa qanun provinsi Aceh adalah 

peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam bidang syariah.  

 Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, penataan otonomi daerah telah 

mengalami kemajuan, selain pelaksanaan pemerintahan sendiri yang luas, nyata dan 

bertanggung jawab secara hukum.
2
 Namun dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan 

tersebut di Aceh dibutuhkan ketentuan-ketentuan pada tataran pelaksanaannya baik berupa 

regulasi-regulasi penunjang yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun aturan-aturan yang 

dikeluarkan sebagai produk hukum daerah, yaitu produk hukum daerah berupa qanun yang 

harus dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh, baik dalam pembagian urusan pemerintahan yang 

berkaitan dengan syariat Islam antara pemerintah Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota.
3
  

Pemberian otonomi khusus bagi provinsi Aceh adalah untuk melahirkan harapan dan 

membuka peluang untuk tumbuhnya kreatifitas, diskresi, kebebasan, dan menciptakan 

peraturan daerah bernuansa syariah dalam perspektif kebinnekaan, bagi Masyarakat provinsi 

dan kabupaten/kota di provinsi Aceh. Untuk menemukan kembali identitas diri dan 

membangun wilayahnya. Dimana dalam pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian 

                                                             
1

Setya Retnani, ”Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia”, Makalah, Kantor Menteri Negara 

Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm. 1 diakses melalui 

https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295,  tanggal 23 Juni 2023. 
2
 Ni‟matul Huda, pelaksanaan Otonomi khusus di Aceh, (Yogyakarta: Nusamedia,2021), hlm.42. 

3
Al Yasa‟ Abubakar dan M. Daud Yoesoef, “Qanun Sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di 

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. I, No.3 (2004), diakses melalui http://e-

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articel/view/277, tanggal 23 Juni 2023. 

https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295
http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articel/view/277
http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articel/view/277
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otonomi khusus kepada Aceh bukan hanya sekedar pemberian hak namun juga kewajiban 

konstitusional yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Aceh. 

Dalam siyasah dusturiyah  menjelaskan bahwa pengaturan dan perundang-undangan 

yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama 

dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya, namun 

prinsip- prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah 

jaminan atas hak asasi manusia, dan setiap anggota masyarakat.
4
  Maka Peraturan perundang-

undangan didalam fiqh siyasah yang dalam pelaksanannya dilaksanakan oleh Ahlul wal Aqdi 

digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintahan Islam untuk menetapkan 

peraturan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan 

ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.
5
  

Namun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan sedang 

berlaku tampaknya masih dipandang belum sepenuhnya efektif  terlaksananya otonomi 

khusus dibidang syariah, memang diakui bahwa qanun yang menjadi salah satu peraturan 

dalam pelaksanaan syari‟at Islam, namun,qanun tersebut kenyataannya masih berkutat pada 

tataran regulasi yang masih jauh dari tindakan-tindakan yang secara luas, asumsi ini 

diperkuat oleh kenyataan yang ada saat ini di Aceh, dari berbagai peraturan yang menerapkan 

kebijakan otonomi khusus bagi Aceh untuk menciptakan keadilan secara demokratis serta 

untuk mencapai tujuan otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Peraturan yang telah diatur 

baik dalam bentuk undang-undang maupun qanun provinsi Aceh masih ditemukan beberapa 

masalah, oleh karena itu tulisan ini akan mengkaji bagaimana kebijakan otonomi khusus 

terhadap pokok-pokok syariat Islam di Aceh?, dan bagaimana prinsip-prinsip Siyasah 

Dusturiyah terhadap otonomi khusus? Oleh karena itu, untuk menemukan dan 

mengembangkan konsepsi hukum tersebut diperlukan suatu pengkajian mengenai 

“Pelaksanana Otonomi Khusus di Aceh terkait Qanun Pokok-pokok Syariat Islam (Telaah 

Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah)”. 

Tulisan ini mencoba mengulas pelaksanaan otonomi khusus yang berada di provinsi 

Aceh yang produk hukumnya berupa qanun yang harus dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh,  

dalam pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam, dimana 

pengaturannya dinyatakan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Aceh untuk 

                                                             
4
 Djazuli, A. Fiqh Siyasah Iplementasi, Cet. 5 Edisi Revisi (Jakarta: Kencana,2013), hlm.47. 

5
 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, cet.1 (Jakarta: Kencana,2014), 

hlm.188. 
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melaksanakan otonomi khusus dalam bidang syariah. Pelaksanaan syariat islam di Provinsi 

Aceh di dasarkan kepada Ketetapan MPR No. IV Tahun 1999,Undang-undang No.44 Tahun 

1999, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2006. Muatan dalam ketiga peraturan tersebut 

mencerminkan otonomi khusus bagi provinsi Aceh di antaranya kewenangan untuk 

melaksanakan Syari‟at Islam.
6
  

Pembahasan mengenai  keistimewaan daerah yang bersifat otonom.  Setya Retnani, 

Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah 

Republik Indonesia,  Setya Retnani menuliskan  bahwa negara mengakui dan menghormati 

satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 

dengan undang-undang.
7
 Dalam tulisan ini juga membahas mengenai otonomi yang di 

berikan kepada daerah provinsi Aceh.  

Tu$lisan lain yang me$nje$laskan  pe$mbahasan me$nge$nai pe$laksanaan otonomi khu$su$s 

te$rkait qanu$n pokok-pokok syariat islam dapat di te$mu$kan dalam be$be$rapa karya. Al Yasa‟ 

Abu$bakar dan M. Dau$d Yoe$soe$f (2004) me$ngu$las te$ntang Qanu$n Se$bagai pe$ratu$ran 

pe$laksanaan otonomi khu$su$s di Provinsi Nangroe$ Ace$h Daru$ssalam. Me$nu$ru$t Al Yasa‟ 

Abu$bakar dan M. Dau$d Yoe$soe$f dari ke$te$ntu$an ini te$rlihat bahwa qanu$n adalah pe$ratu$ran 

u$ntu$k me$laksanakan otonomi khu$su$s dalam hal yang me$njadi ke$we$nangan pe$me$rintah 

provinsi. ke$du$du$kan qanu$n dalam hu$bu$ngan de$ngan pe$laksanaan Syari‟at Islam se$bagai salah 

satu$ otonomi khu$su$s yang dibe$rikan ke$pada Ace$h.
8
 Tu$lisan lain se$pe$rti karya Djazu$li, A. Fiqh 

Siyasah Iple$me$ntasi (2013) me$nje$laskan bahwa pe$ngatu$ran dan pe$ru$ndang-u$ndangan yang 

ditu$ntu$t ole$h hal ihwal ke$ne$garaan dari se$gi pe$rse$su$aian de$ngan prinsip-prinsip agama dan 

me$ru$pakan re$alisasi ke$maslahatan manu$sia se$rta me$me$nu$hi ke$bu$tu$hannya, namu$n prinsip- 

prinsip yang dile$takkan Islam dalam pe$ru$mu$san U$ndang-U$ndang Dasar ini adalah jaminan 

atas hak asasi manu$sia.
9
 Se$lain karya Djazu$li, ada karya Mu$hammad Iqbal (2014) Fiqh 

Siyasah Konte$kstu$alisasi Dokrin Politik Islam yang me$nje$laskan Pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan didalam fiqh siyasah yang dalam pe$laksanannya dilaksanakan ole$h Ahlu$l wal Aqdi 

                                                             
6
 Husni Jalil dkk,” Iplementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh berdasarkan Undang-undang No.11 

tahun 2006”. KANUN: Jurnal USK, Vol.12, No.2 (2010). diakses melalui 

https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295,  tanggal 23 Juni 2023. 
7
 Setya Retnani, “Sistem pemerintahan Daerah di Indonesia”, Makalah, Kantor Mentri Negara Otonomi 

Daerah Republik Indonesia, (2000), diakses melalui https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295,  tanggal 23 

Juni 2023. 
8
Al Yasa‟ Abubakar dan M. Daud Yoesoef, “Qanun Sebagai peraturan pelaksanaan otonomi khusus di 

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. I, No.3 (2004), diakses melalui http://e-

jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articel/view/277, tanggal 23 Juni 2024. 
9
 Djazuli, A. Fiqh Siyasah Implementasi, Cet. 5 Edisi Revisi (Jakarta: Kencana,2013), hlm.47. 

https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295
https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6295
http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articel/view/277
http://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/articel/view/277
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digu$nakan u$ntu$k me$nu$nju$kkan salah satu$ ke$we$nangan pe$me$rintahan Islam u$ntu$k me$ne$tapkan 

pe$ratu$ran hu$ku$m yang akan dibe$rlaku$kan dan dilaksanakan ole$h masyarakat be$rdasarkan 

ke$te$ntu$an syari‟ah.
10

 Tu$lisan lain ju$ga dalam karya Roidatu$s Shofiyah, dkk “ Prinsip-prinsip 

Fiqh Siyasah dalam konstitisu$ Re$pu$blik Indone$sia” (2024) me$nje$laskan bahwa prinsip-

prinsip siyasah  te$rce$rmin dalam konstitu$si Indone$sia. De$ngan me$mpe$rtimbangkan prinsip-

prinsip te$rse$bu$t, artike$l ini ju$ga akan me$nje$laskan bagaimana konstitu$si Indone$sia 

me$ngakomodasi nilai-nilai Islam dalam ke$rangka ne$gara hu$ku$m mode$rn yang me$nghargai 

plu$ralisme$ dan ke$be$ragaman.
11

 

Pe$laksanaan syariat Islam me$lalu$i Qanu$n di Ace$h se$bagai otonomi khu$su$s di 

asu$msikan me$ru$pakan be$ntu$k konkre$t dari pe$ngaku$an ne$gara te$rhadap plu$ralisme$ hu$ku$m dan 

ke$be$ragaman bu$daya se$bagaimana di atu$r dalam konstitu$si. Qanu$n dianggap se$bagai 

pe$ratu$ran pe$laksanaan yang me$nce$rminkan ke$we$nangan dae$rah u$ntu$k me$nge$lola u$ru$san 

te$rkait  Syariat Islam, se$su$ai pandangan Al Yasa‟ Abu$bakar dan M. Dau$d Yoe$soe$f. Dalam 

pe$rspe$ktif Fiqh Siyasah, se$pe$rti yang di je$laskan ole$h Djazu$li dan Mu$hammad Iqbal, 

pe$ne$rapan Qanu$n diyakini se$bagai u$paya me$ngharmoniskan prinsip-prinsip agama de$ngan 

ke$bu$tu$han masyarakat, se$kaligu$s me$me$nu$hi prinsip ke$adilan dan ke$maslahatan. Se$lain itu$, 

pe$laksanaan ini di asu$msikan te$lah me$ngakomodasi nilai-nilai Islam dalam ke$rangka ne$gara 

hu$ku$m mode$rn yang te$tap me$nghargai plu$ralisme$ dan hak asasi manu$sia.Hal ini ju$ga 

me$nce$rminkan pe$nde$katan yu$ridis normatif yang me$nilai bahwa pe$ne$rapan hu$ku$myang 

be$rbasis Syariat Islam dapat be$rkontribu$si pada siste$m pe$me$rintahan yang be$rke$adilan dan 

be$rbasis pada ke$bu$tu$han masyarakat. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Me$tode$ yang pe$ne$liti gu$nakan dalam pe$mbahasan ini adalah me$tode$ Yu$ridis Normatif,  

Me$tode$ pe$ne$litian yu$ridis normatif adalah pe$nde$katan yang digu$nakan u$ntu$k me$nge$ksplorasi 

dan me$nganalisis siste$m hu$ku$m dan norma-norma sosial yang me$ngatu$r pe$rilaku$ individu$ 

dan ke$lompok dalam masyarakat.
12

 Pe$nde$katan ini me$libatkan pe$nilaian te$rhadap prinsip-

prinsip moral, nilai-nilai, dan atu$ran-atu$ran yang me$ngatu$r pe$rilaku$ manu$sia. Kajian yang 

dilaku$kan ini me$ru$pakan kajian hu$ku$m yang me$nggu$nakan du$a pe$nde$katan pe$ne$litian, yakni 

                                                             
10

 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam, cet.1 (Jakarta: 

Kencana,2014), hlm.188. 
11

 Roidatus Shofiyah, dkk “ Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konstitusi Republik Indonesia” Jurnal 

Al-QadaU. Vol.11 No.1 2024, di akses melalui : https://journal.uin-alauddin.ac.id  tanggal 5 Desember 2024 
12

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet.2 (Jakarta: Alimni,2004), 

hlm.25. 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/
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pe$nde$katan U$ndang-u$ndang (statu$te$ approach) dan Pe$nde$katan Konse$ptu$al (conce$ptu$al 

approach) Pe$nde$katan U$ndang-u$ndang (statu$te$ approach) se$cara se$de$rhana dapat diartikan 

se$bagai su$atu$ me$tode$ pe$nde$katan de$ngan me$ne$laah dan me$nganalisis u$ndang-u$ndang dan 

re$gu$lasi yang be$rsangku$tan de$ngan isu$ hu$ku$m yang se$dang ditangani.
13

 Be$rke$naan de$ngan 

pe$ne$litian pe$nu$lis yang me$nggu$nakan je$nis ku$alitatif, maka mayoritas data yang pe$nu$lis 

gu$nakan be$rsu$mbe$r dari pe$rpu$stakaan, toko bu$ku$, dan inte$rne$t. Adapu$n dalam pe$ne$litian ini, 

pe$nu$lis me$mbagikan ke$dalam du$a su$mbe$r data yaitu$: data prime$r dan data sku$nde$r, data 

prime$r yang pe$nu$lis hadirkan yaitu$ data pokok pe$laksanaan otonomi khu$su$s me$nge$nai syariat 

islam  yang te$lah di ku$mpu$lkan dari be$brapa pe$ratu$ran pe$me$rintah be$ru$pa qanu$n. Data 

sku$nde$r yang pe$nu$lis hadirkan yau$itu$ data be$ru$pa bu$ku$,dan artike$l-artike$l yang me$mbahas 

te$ntang siyasah du$stu$riyah. 

Yang dimaksu$d de$ngan pe$nde$katan konse$ptu$al adalah pe$nde$katan yang be$ranjak dari 

pandangan dan doktrin yang be$rke$mbang di dalam ilmu$ hu$ku$m. De$ngan me$mpe$lajari 

pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu$ hu$ku$m, pe$ne$liti akan me$ne$mu$kan ide$-ide$ 

yang me$lahirkan pe$nge$rtian-pe$nge$rtian hu$ku$m, konse$p-konse$p hu$ku$m dan asas-asas hu$ku$m 

yang re$le$van de$ngan isu$ yang dihadapi.
14

 Pe$nde$katan ini me$njadi pe$nting kare$na pe$mahaman 

te$rhadap pandangan yang be$rke$mbang didalam ilmu$ hu$ku$m dapat me$njadi tu$mpu$an u$ntu$k 

me$mbangu$n argu$me$ntasi hu$ku$m ke$tika me$nye$le$saikan pe$rmasalahan yang di hadapi. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Kebijakan terhadap Pokok-pokok Syariat Islam di Aceh  

Adanya Otonomi Khu$su$s di Ace$h u$ntu$k me$ngatu$r dan me$ngu$ru$s se$cara inte$rnal u$ru$san 

dae$rahnya dalam be$ntu$k pe$ratu$ran dae$rah. Ke$we$nangan pe$ratu$ran yang me$njadi salah satu$ 

jalu$r le$galisasi hu$ku$m Islam pada se$ktor te$rte$ntu$ pe$ratu$ran dae$rah me$nge$nal baca tu$lis Al-

qu$r'an, pakaian mu$slim, larangan miras dan lain se$bagai nya. Dalam pe$ratu$ran pe$ru$ndang-

u$ndangan di provinsi Ace$h, se$mu$a produ$k pe$ru$ndang-u$ndangan yang dibe$ntu$k be$rsama 

e$kse$ku$tif dan le$gislatif (Gu$be$rnu$r dan DPRA) se$mu$anya dise$bu$t qanu$n Ace$h yang be$rkaitan 

de$ngan syariat me$miliki ke$ku$asaan.
15

 Salah satu$ pe$ratu$ran yang be$rkaitan de$ngan Syariat 

Islam di Ace$h, Qanu$n No.8 Tahu$n 2014 Te$ntang Pokok-pokok Syariat Islam.  

                                                             
13

 Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 5, Edisi Revisi (Jakarta: kencana 2009), hlm.133 
14

  Mahmud Marzuki, Ibid, hlm. 135 
15

 Wawan Haryanto, Syamsuddin, “Otonomi Khusus dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum islam di 

Nangroe Aceh Darussalam (NAD)”, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.01 (2021). Diakses 

melalui, https://ejurnal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/download/2484/1665, tanggal 1 Mei 2024. 
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Syariat Islam me$ncaku$p aspe$k-aspe$k ke$hidu$pan masyarakat Ace$h yang me$lipu$ti 

Aqidah,Syariah,dan Akhlak. Dari aspe$k-aspe$k te$rse$bu$t pu$la te$bagi dalam be$be$rapa bagian; 

Aqidah adalah aqidah ahlu$ssu$nnah wal jamaah be$rdasarkan Al-qu$r‟an dan As-su$nnah 

yang me$njadi ke$yakinan ke$agamaan yang di anu$t ole$h se$sorang dan me$njadi landasan se$gala 

be$ntu$k aktifitas, sikap, pandangan, dan pe$gangan hidu$pnya. Aqidah me$ru$pakan ajaran yang 

dite$tapkan adanya dalil dari Allah dan Rasu$l-Nya. Ajaran aqidah hanya te$rbatas pada Al-

Qu$r‟an dan Su$nah saja. Kare$na, tidak ada yang le$bih tau$ te$ntang Allah ke$cu$ali Allah itu$ 

se$ndiri. Adapu$n yang me$njadi Su$mbe$r aqidah adalah Al-qu$r‟an dan Su$nnah: 

1. Al-qu$r‟an me$ru$pakan kalam (pe$rkataan) Allah yang hakiki, di tu$ru$nkan Ke$pada 

Rasu$lu$llah SAW de$ngan prose$s wahyu$ yang ditu$ru$nkan me$lalu$i malaikat Jibril, 

yang be$rfu$ngsi se$bagai pe$doman bagi u$mat manu$sia. 

2. Su$nnah me$ru$pakan se$gala tingkah laku$ Nabi Mu$hamad SAW baik be$ru$pa 

pe$rkataan, pe$rbu$atan, mau$pu$n ke$te$tapan (taqrir). Su$nnah me$ru$pakan su$mbe$r 

hu$ku$m Islam yang ke$du$a se$te$lah Al-qu$r‟an. 

Syariah Islam adalah hu$ku$m dan atu$ran yang me$ngatu$r se$lu$ru$h se$ndi ke$hidu$pan u$mat 

manu$sia, se$lain itu$ syariah dapat di artikan su$atu$ atu$ran yang bisa me$njadi pe$ngatu$r 

hu$bu$ngan antara manu$sia de$ngan Allah atau$ manu$sia de$ngan manu$sia. Pe$laksanaan Syariat 

Islam me$ru$pakan landasan ke$hidu$pan yang te$lah dijalankan se$jak ke$rajaan Islam tata ke$lola 

pe$me$rintahan pada dinas syariat Islam yang me$njadi salah satu$ pilar indikator u$ntu$k 

me$mastikan pe$ne$gakan syariat Islam se$cara kaffah di Ace$h, artinya pe$laksanaan syariat Islam 

yang dite$rapkan se$cara lu$as dan me$nye$lu$ru$h dalam be$rbagai bidang ke$hidu$pan yang diatu$r 

dalam U$ndang-u$ndang dan qanu$n.
16

 

Pe$laksanaan syariat Islam bidang Syariah me$lipu$ti; 

a. Ibadah me$ru$pakan bagian pokok pe$ngamalan syariat Islam yang pe$rlu$ me$ndapat 

pe$rlindu$ngan dan pe$mbinaan se$hingga te$rbina dan te$rpe$lihara dalam ke$hidu$pan 

be$rmasyarakat. Pe$me$rintah Ace$h be$rke$wajiban me$lindu$ngi se$tiap pe$ndu$du$k u$ntu$k 

me$laksanakan ajaran agama dan ibadah,pe$me$rintah ju$ga me$mpu$nyai tu$gas u$ntu$k 

me$mbe$rikan bantu$an dan pe$layanan agar se$tiap pe$ndu$du$k dalam me$laksanakan 

ajaran agamanya dapat be$rlangsu$ng de$ngan ru$ku$n, se$pe$rti yang di atu$r dalam 

                                                             
16

 Muji Mulia, Zakki Fuad Khalil, Tata kelola Pemerintahan dalam perspektif Syariah analisis 

penerapan syariat islam, Aceh-Indonesia, JPW: Jurnal Politik Islam, Vol.3, No.1 (2021), Diakses Melalui. 
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Qanu$n No. 4 Tahu$n 2016 Te$ntang Pe$doman Pe$me$liharaan Ke$ru$ku$nan U$mat 

be$ragama dan Pe$ndirian te$mpat Ibadah. 

b. Ahwal al-syakhshiyah (Hu$ku$m Ke$lu$arga) “me$ru$pakan ke$te$ntu$an hu$ku$m islam 

yang me$ngatu$r te$ntang hu$bu$ngan pe$rkawinan,ke$tu$ru$nan (nasab) dan 

ke$ke$rabatan”.
17

 

c. Mu$amalah (Hu$ku$m Pe$rdata) me$ru$pakan ke$te$ntu$an hu$ku$m yang me$ngatu$r te$ntang 

masalah ju$al be$li, transaksi (ijab qabu$l),ke$be$ndaan dan hak-hak atas be$nda,tata 

hu$bu$ngan manu$sia de$ngan lingku$ngan dan manu$sia dan se$gala je$nis 

pe$re$konomian. Adapu$n le$mbaga-le$mbaga yang me$ngatu$r te$ntang mu$amalah yaitu$; 

Baitu$l Mal,dan Le$mbaga Ke$u$angan Syariah. Pe$ratu$ran pe$me$rintah yang me$ngatu$r 

te$ntang le$mbaga-le$mbaga te$rse$bu$t me$lipu$ti; Qanu$n No.10 Tahu$n 2007 Te$ntang 

Baitu$l Mal se$lanju$tnya Qanu$n No.11 Tahu$n 2018 te$ntang Le$mbaga Ke$u$angan 

Syariah. Qanu$n te$rse$bu$t be$rtu$ju$an u$ntu$k me$wu$ju$dkan pe$re$konomian Ace$h yang 

Islami,dan me$njadi pe$ngge$re$rak tu$mbu$hnya pe$re$konomian Ace$h. 

d. Jinayat (Hu$ku$m Pidana) “adalah hu$ku$m yang me$ngatu$r te$ntang jarimah dan 

„u$qu$bat”
18

 se$pe$rti yang di atu$r dalam Qanu$n No.6 Tahu$n 2014 te$ntang Hu$ku$m 

Jinayat. Qanu$n ini me$ngatu$r te$ntang: Jarimah, pe$laku$ jarimah, dan „u$qu$bat. Dalam 

Qanu$n ini me$nje$laskan bahwa “bagi se$tiap orang yang tu$ru$t se$rta,me$mbantu$ atau$ 

me$nyu$ru$h me$laku$kan jarimah maka dike$nakan „u$qu$bat paling banyak sama 

de$ngan‟u$qu$bat yang di ancamkan ke$pada pe$laku$ jarimah”.
19

 

e. Qadha’ (Pe$radilan) adalah atu$ran yang be$rke$naan de$ngan siste$m pe$radilan Islam, 

Adapu$n pe$ratu$ran pe$me$rintah Ace$h be$ru$pa Qanu$n yang me$ngatu$r te$ntang qadha‟ 

atau$ siste$m pe$radilan yaitu$; Qanu$n No.10 Tahu$n 2002 te$ntang Pe$radilan Syariat 

Islam. Qanu$n te$rse$bu$t Me$nje$laskan bahwa “Pe$radilan syariat Islam me$ru$pakan 

bagian dari siste$m pe$radilan nasional yang di laku$kan ole$h Mahkamah Syari‟ah”. 

f. Tarbiyah (Pe$ndidikan) me$ru$pakan siste$m pe$ndidikan yang be$rdasarkan nilai-nilai 

syariat Islam u$ntu$k me$mbe$ntu$k ke$pe$ribadian mu$slim yang shalih. Pe$ratu$ran 

pe$me$rintah yang me$ngatu$r te$ntang Tarbiyah (Pe$ndidikan) te$rdapat dalam Qanu$n 

No. 11 Tahu$n 2014 Te$ntang Pe$nye$le$nggaraan Pe$ndidikan, dimana dalam 

ke$te$ntu$an u$mu$m  pasal 1 ayat 12 dan 13 qanu$n ini me$nje$laskan bahwa; 
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 Lihat Qanun No 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok syariat Islam 
18

 Lihat Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 
19

 Pasal 6 ayat 1 Qanun No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat 
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“ Pe$ndidikan adalah u$saha sadar dan te$re$ncana u$ntu$k me$wu$ju$dkan su$asana be$lajar 

dan prose$s pe$mbe$lajaran agar pe$se$rta didik se$cara aktif me$nge$mbangkan pote$nsi 

dirinya u$ntu$k me$miliki ke$ku$atan spiritu$al ke$agamaan, pe$nge$ndalian diri, 

ke$pribadian, ke$ce$rdasan, akhlak mu$lia, se$rta ke$te$rampilan yang dipe$rlu$kan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan ne$gara.”  

“Pe$nye$le$nggaraan Pe$ndidikan adalah ke$giatan pe$laksanaan kompone$n siste$m 

pe$ndidikan pada satu$an atau$ program pe$ndidikan pada jalu$r, je$njang, dan je$nis 

pe$ndidikan agar prose$s pe$ndidikan dapat be$rlangsu$ng se$su$ai de$ngan tu$ju$an 

pe$ndidikan nasional.” 

g. Pe$mbe$laan Islam. 

Pe$laksanaan Syariat Islam bidang Akhlak me$lipu$ti; 

a. Syiar Islam adalah ke$giatan yang me$ndu$ku$ng nilai-nilai ibadah u$ntu$k 

me$ngagu$ngkan pe$laksanaan ajaran Islam pe$ratu$ran pe$me$rintah yang me$ngatu$r 

te$ntang syiar Islam te$rtu$ang dalam Qanu$n No.11 Tahu$n 2002 Te$ntang Pe$laksanaan 

Syariat Islam Bidang Aqidah,Ibadah dan Syi‟ar Islam. 

b. Dakwah adalah ke$giatan me$ngajak orang lain u$ntu$k be$rbu$at ke$pada ke$baikan dan 

me$larang be$rbu$at ke$jahatan atau$ amar ma‟ru$f nahi mu$ngkar.
20

 

Akhlak adalah pe$rilaku$ atau$ sifat yang te$rtanam dalam diri manu$sia, maka akhlak 

mu$ncu$l de$ngan se$ndirinya dan me$ru$pakan su$mbe$r tu$mbu$lnya pe$rbu$atan-pe$rbu$atan te$rte$ntu$ 

dari diri se$se$orang se$cara mu$dah tampa pe$rlu$ dire$ncanakan se$be$lu$mnya. Akhlak me$ru$pakan 

bagian dari iple$me$ntasi syariat Islam, yaitu$ sifat dan pe$rilaku$ yang haru$s dimiliki se$tiap 

mu$slim u$ntu$k me$nye$mpu$rnakan pe$ngalamannya te$rhadap Islam. Pasal 2 ayat (3) Qanu$n Ace$h 

No.8 tahu$n 2014 me$nye$bu$tkan bahwa: “Pe$laksanaan syari‟at Islam bidang akhlak 

se$bagaimana dimaksu$d pada ayat (1) hu$ru$f c me$lipu$ti: 

a. “Syi‟ar adalah ke$giatan yang me$ndu$ku$ng nilai-nilai ibadah u$ntu$k me$ngagu$ngkan 

ajaran Islam 

b. Dakwah adalah ke$giatan yang me$ngajak orang lain u$ntu$k be$rbu$at ke$pada 

ke$baikan”. 

 

Pe$laksanaan syari‟at Islam di Ace$h tidak bole$h dilaksanakan se$te$ngah-se$te$ngah, tapi 

haru$s totalitas. Walau$pu$n dalam pe$ne$rapannya bisa di laku$kan se$cara be$rtahap tidak 

se$kaligu$s.  

          Dari pe$nje$lasan di atas dapat di simpu$lkan bahwa pe$nye$rahan we$we$nang te$rhadap 

dae$rah otonom ke$pada provinsi Ace$h yang ke$bijakannya be$rorie$ntasi pada pe$nye$le$nggaraan 

pe$me$rintahan se$cara syariah me$ru$pakan se$bu$ah konse$nsu$s antara pe$me$rintah pu$sat dan 

pe$me$rintah Ace$h u$ntu$k me$laksanakan pe$me$rintahan se$su$ai syariat Islam kare$na pe$ne$gakan 
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 Lihat Qanun No.8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok syariat Islam 
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syari‟at Islam di provinsi Ace$h me$ru$pakan su$atu$ tu$ntu$tan yang sangat re$alistis, de$ngan 

me$ngiku$t se$rtakan masyarakat lu$as se$bagai pe$laksana syari‟at Islam di lapangan agar 

me$wu$ju$dkan ke$adilan dan ke$te$rtiban yang se$su$ai de$ngan ke$sadaran hu$ku$m masyarakat Ace$h 

itu$ se$ndiri dan dapat me$minimalisir pe$langgaran dan pe$nyimpangan yang te$rjadi saat ini. 

Pe$nye$rahan we$we$nang te$rhadap dae$rah otonom ke$pada provinsi Ace$h yang ke$bijakannya 

be$rorie$ntasi pada pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan se$cara syariah me$ru$pakan se$bu$ah konse$nsu$s 

antara pe$me$rintah pu$sat dan pe$me$rintah Ace$h u$ntu$k me$laksanakan pe$me$rintahan se$su$ai 

syariat Islam. Otonomi khu$su$s Ace$h me$ru$pakan se$bu$ah statu$s khu$su$s yang dibe$rikan ke$pada 

Provinsi Ace$h di Indone$sia, yang me$mu$ngkinkan masyarakat Ace$h u$ntu$k 

me$ngimple$me$ntasikan hu$ku$m syariah dalam wilayah provinsi Ace$h. Ini didasarkan pada 

prinsip-prinsip pokok syariat Islam, yang me$ru$pakan hu$ku$m agama Islam, dalam tindakan-

tindakan yang dilaku$kan di provinsi Ace$h me$mbu$tu$hkan ke$te$ntu$an-ke$te$ntu$an pada tataran 

pe$laksanaannya baik be$ru$pa re$gu$lasi yang di ke$lu$arkan ole$h pe$me$rintah mau$pu$n pe$ratu$ran-

pe$ratu$ran yang di ke$lu$arkan se$bagai produ$k hu$ku$m, yaitu$ produ$k hu$ku$m yang be$ru$pa qanu$n 

yang dike$lu$arkan ole$h pe$me$rintah Ace$h u$ntu$k me$nye$le$nggarakan pe$ratu$ran dalam rangka 

pe$laksanaan otonimi dae$rah di Ace$h. 

2. Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah terhadap Otonomi Khusus di Aceh  

Prinsip-prinsip syariat Islam me$miliki pe$ran pe$nting dalam otonomi khu$su$s Ace$h, 

kare$na ini adalah dasar hu$ku$m dan norma yang me$ngatu$r ke$hidu$pan masyarakat di provinsi 

Ace$h. Iple$me$ntasi prinsip-prinsip siyasah dapat di lihat me$lalu$i be$be$rapa aspe$k.
21

 Adapu$n 

Prinsip-prinsip siyasah du$stu$riyah yaitu$: 

a. Prinsip hak dan ke$wajiban ne$gara dan rakyat 

b. Ke$adilan, dan 

c. Prinsip Mu$syawarah 

1. Prinsip hak dan ke$wajiban ne$gara dan rakyat, dimana prinsip te$rse$bu$t dite$mu$kan 

dalam Al- Qu$r‟an su$rah An-Nisa: 59: 

سُىلَ وَأوُ۟نًِ  َ وَأطَِيعىُا۟ ٱنسَّ ا۟ أطَِيعىُا۟ ٱللََّّ ٍَ ءَايَُىَُٰٓ أيَُّهَا ٱنَّرِي
َٰٓ ءٍ يَ  ًْ زَعْتىُْ فًِ شَ ٱلْْيَْسِ يُِكُىْ ۖ فَئٌِ تََُ 

ٍُ تَ  نِكَ خَيْسٌ وَأحَْسَ ِ وَٱنْيىَْوِ ٱلْءَاخِسِ ۚ ذَ  ٌَ بِٱللََّّ سُىلِ إٌِ كُُتىُْ تؤُْيُِىُ ِ وَٱنسَّ أوِْيلً فَسُدُّوُِ إِنًَ ٱللََّّ  

 

Artinya: “Hai orang-orang yang be$riman, taatilah Allah dan taatilah Rasu$l (Nya), 

dan u$lil amri di antara kamu$, ke$mu$dian jika kamu$ be$rlainan pe$ndapat 

                                                             
21

  Roidatus Shofiyah, dkk “ Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam konstitusi Republik Indonesia” Jurnal 

Al-QadaU. Vol.11 No.1 2024, di akses melalui : https://journal.uin-alauddin.ac.id  tanggal 5 Desember 2024 

https://journal.uin-alauddin.ac.id/
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te$ntang se$su$atu$, maka ke$mbalikan ia ke$pada Allah (Al-qu$r‟an) dan Rasu$l 

(Su$nnah), jika kamu$ be$nar-be$nar be$riman ke$pada Allah dan hari ke$mu$dian, 

yang de$mikian itu$ le$bih u$tama (bagimu$) dan le$bih baik akibatnya. 

 

Ayat diatas bu$kan hanya me$ngandu$ng pe$san moral, namu$n me$ngandu$ng ju$ga 

tafsir politik yang sangat tinggi dan me$ndalam me$nyangku$t prinsip konstitu$si ne$gara 

dalam siste$m politik Islam, dimana warga ne$gara haru$s te$rjamin hak-hak dasarnya 

se$pe$rti jaminan te$rhadapap ke$amanan pribadi, hak ke$me$rde$kaan u$ntu$k me$nge$lu$arkan 

pe$ndapat. 

2. Prinsip ke$adilan: Syari‟at Islam me$ne$kankan pe$ntingnya ke$adilan dan ke$adilan dalam 

se$mu$a aspe$k ke$hidu$pan, te$rmasu$k hu$ku$m dan syariat Islam. yang, me$ru$pakan ku$nci 

u$tama dalam pe$nye$le$nggaraan Ne$gara. Ke$adilan dalam hu$ku$m me$nghe$ndaki se$tiap 

warga ne$gara sama ke$du$du$kannya di mata hu$ku$m, prinsip ini dapat dite$mu$kan dalam 

Al-Qu$r‟an su$rah An-Nisa ayat 135: 

 

نِ  َٰٓ أََفسُِكُىْ أوَِ ٱنْىَ   ً ِ وَنىَْ عَهَ ٍَ بِٱنْقِسْظِ شُهَدآََٰءَ لِلََّّ يِي ٍَ ءَايَُىُا۟ كُىَىُا۟ قىََّ  أيَُّهَا ٱنَّرِي
َٰٓ ٍَ ۚ إٌِ يَ  ٍِ وَٱلْْقَْسَبيِ ديَْ

ا ًَ ً  بهِِ ُ أوَْنَ ٍْ غَُيًِّا أوَْ فقَِيسًا فَٱللََّّ ٌَ خَ  ۖ يكَُ هىُ ًَ ا تعَْ ًَ ٌَ بِ َ كَا ٌَّ ٱللََّّ ىا۟ فَئِ ُُ ا۟ أوَْ تعُْسِ َٰٓ أٌَ تعَْدِنىُا۟ ۚ وَإٌِ تهَْىَُٰٓٓ ِعىُا۟ ٱنْهَىَي  َِّ ِيِسًا فلََ تتَ  

Artinya: “Wahai orang-orang yang be$riman, jadilah kamu$ orang yang be$nar-be$nar 

pe$ne$gak ke$adilan, me$njadi saksi kare$na Allah biarpu$n te$rhadap dirimu$ 

se$ndiri atau$ ibbu$ bapak dan kau$m ke$rabatmu$, jika ia kaya atau$pu$n miskin, 

maka Allah le$bih tahu$ ke$maslahatannya. Maka janganlah me$ngiku$ti hawa 

nafsu$ kare$na ingin me$nyimpang dari ke$be$naran. Dan jika kamu$ 

me$mu$tarbalikan (kata-kata) atau$ e$nggan me$njadi saksi, maka se$su$nggu$nya 

Allah adalah Maha me$nge$tahu$i se$gala apa yang kamu$ ke$rjakan”. 

 

3. Prinsip mu$syawarah, yang mana dapat di lihat dalam Al-qu$r‟an su$rah Ali Imran: 159 

 

ةٍ  ًَ ا زَحْ ًَ ُْهُىْ وَٱسْتغَْفِسْ فَِِ ٍْ حَىْنِكَ ۖ فَٱعْفُ عَ ىا۟ يِ ِ نُِتَ نهَُىْ ۖ وَنىَْ كُُتَ فظًَّا غَهِيظَ ٱنْقَهْبِ لَََفَضُّ ٍَ ٱللََّّ   نَهُىْ يِّ

     ٍَ هِي تىََكِّ ًُ َ يحُِبُّ ٱنْ ٌَّ ٱللََّّ ِ ۚ إِ وَشَاوِزْهُىْ فًِ ٱلْْيَْسِ ۖ فَئذِاَ عَزَيْتَ فتَىََكَّمْ عَهًَ ٱللََّّ  

Artinya: “Maka dise$babkan rahmat dari Allah-lah kamu$ be$rlaku$ le$mah te$rhadap 

me$re$ka. Se$kiranya kamu$ be$rsikap ke$ras lagi be$rhati kasar, te$ntu$lah me$re$ka 

me$njau$kan diri dari se$ke$lilingmu$. Kare$na itu$ maafkanlah me$re$ka, 

mohonkanlah ampu$n bagi me$re$ka dan be$rmu$syawarahlah de$ngan me$re$ka 

dalam u$ru$san itu$. Ke$mu$dian apabila kamu$ le$lah me$mbu$latkan te$kad, maka 

be$rtawallah ke$pada Allah.Se$su$nggu$nya Allah me$nyu$kai orang-orang yang 

be$rtawakkal ke$pada-Nya”. 

 Dari pe$nje$lasan di atas jika di kaitkan de$ngan pe$ratu$ran pe$laksanaan otonomi khu$su$s 

dalam bidang syariah yang di be$rikan ke$pada Provinsi Ace$h maka prinsip-prinsip diatas dapat 

dite$mu$kan bahwa pe$ne$rapan syariat Islam di Ace$h me$ru$pakan mate$ri u$tama dalam otonomi 
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khu$su$s yang be$rlaku$ di Provinsi Ace$h, otonomi khu$su$s di Ace$h be$rimplikasi pada le$gislasi 

hu$ku$m Islam dalam be$ntu$k qanu$n yang se$bagai wu$ju$d formal dalam pe$laksanaan otonomi 

khu$su$s. Dimana pe$ngatu$rannya dinyatakan bahwa pe$mbe$rian otonomi khu$su$s ke$pada Ace$h 

bu$kan hanya se$ke$dar pe$mbe$rian hak namu$n ju$ga ke$wajiban konstitu$sional yang ditu$ju$kan 

bagi ke$se$jahte$raan masyarakat Ace$h. 

3. Pelaksanaan 

 Pe$laksanaan me$ru$pakan u$saha-u$saha yang dilaksanakan u$ntu$k me$laksanakan se$mu$a 

re$ncana dan ke$bijaksanaan yang te$lah diru$mu$skan dan dite$tapkan de$ngan dile$ngkapi se$gala 

ke$bu$tu$han, alat-alat yang dibu$tu$hkan, siapa yang me$laksanakan, dimana te$mpat 

pe$laksanaannnya mu$lai dan bagaimana cara yang haru$s dilaksanakan, su$atu$ prose$s rangkaian 

ke$giatan tindak lanju$t se$te$lah program atau$ ke$bijaksanaan dite$tapkan yang te$rdiri atas 

pe$ngambilan ke$pu$tu$san, langkah yang strate$gis mau$pu$n ope$rasional atau$ ke$bijaksanaan 

me$njadi ke$nyataan gu$na me$ncapai sasaran dari program yang dite$tapkan se$mu$la. Pe$laksanaan 

dapat diartikan se$bagai imple$me$ntasi dan ju$ga pe$ne$rapan. 

4. Otonomi Khusus 

Otonomi Khu$su$s adalah ke$we$nangan-ke$we$nangan khu$su$s yang diaku$i dan dibe$rikan 

ke$pada provinsi te$rte$ntu$ u$ntu$k me$ngatu$r dan me$ngu$ru$s ke$pe$ntingan masyarakat se$te$mpat 

me$nu$ru$t prakarsa se$ndiri be$rdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. Di dalam 

U$ndang-u$ndang No. 32 Tahu$n 2004 dije$laskan bahwa de$arah yang be$rstatu$s istime$wa dan 

dibe$rikan otonomi khu$su$s itu$ diatu$r de$ngan U$ndang-u$ndang. Hal pe$nting yang pe$rlu$ 

dipaparkan ialah dasar otonomi khu$su$s NAD kare$na me$njadi acu$an pe$laksanaan ke$we$nangan 

khu$su$s yang dibe$rikan
22

. Ke$khu$su$san Ace$h me$ru$pakan pe$lu$ang be$rharga u$ntu$k me$laku$kan 

be$rbagai pe$nye$su$aian dalam be$rbagai aspe$k yang te$rdiri dari stru$ktu$r, su$su$nan, pe$mbe$ntu$kan 

pe$me$rintahan yang se$su$ai de$ngan jiwa dan se$mangat dalam be$rbangsa dan be$rne$gara se$su$ai 

de$ngan nilai-nilai lu$hu$r dan pe$doman hidu$p masyarakat Ace$h yaitu$ syari'at Islam.
23

 

Dari pe$nje$lasan di atas dapat disimpu$lkan bahwa otonomi khu$su$s me$ru$pakan 

ke$we$nangan yang di be$rikan ke$pada provinsi Ace$h u$ntu$k me$ngatu$r dan me$ngu$ru$s 

ke$pe$ntingan masyarakatnya me$nu$ru$t gagasan se$ndiri be$rdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar 

masyarakat, Provinsi Ace$h me$ru$pakan salah satu$ wilayah otonomi khu$su$s didalam ne$gara, 

                                                             
22

 Wawan Haryanto, Syamsuddin, “Otonomi Khusus dan Implikasi Yuridis Legislasi Hkum Islam di 

Nangroe Aceh Darussalam (NAD)”, Maddika: Journal of Islamic Family Law, Vol.2, No.01 (2021). Diakses 

melalui, https://ejurnal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/download/2484/1665, tanggal 4 Mei 2024. 
23

 Yeni Sri Lestari, “Hubungan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah: Kajian Mengenai otonomi 

Khusus di provinsi Aceh” (community pengawas dinamika social: Jurnal UTU), Vol.4 No.2 (2018), diakses 

melalui https://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/991 tanggal 5 Mei 2024. 

https://ejurnal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/download/2484/1665
https://jurnal.utu.ac.id/jcommunity/article/view/991
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yang me$miliki le$bih banyak ke$be$basan dan fle$ksibilitas dalam me$ngambil tindakan dan 

me$mbu$at ke$pu$tu$san dibandingkan de$ngan wilayah lain di Indone$sia. Ace$h me$miliki otonomi 

khu$su$s dalam hal-hal se$pe$rti hu$ku$m dan pe$ratu$ran, pe$me$rintahan, dan e$konomi, dan me$miliki 

hak u$ntu$k me$mbu$at ke$pu$tu$san se$ndiri dalam batas-batas yang dite$tapkan ole$h pe$me$rintah 

pu$sat. Otonomi khu$su$s Ace$h be$rtu$ju$an u$ntu$k me$mpromosikan dan me$lindu$ngi ide$ntitas dan 

bu$daya u$nik Ace$h, namu$n ju$ga te$tap me$mastikan bahwa wilayah te$rse$bu$t me$ru$pakan bagian 

dari Indone$sia. 

5. Qanun 

Qanu$n me$ru$pakan ke$te$tapan hu$ku$m yang be$rlaku$ dalam masyarakat dan digu$nakan 

u$ntu$k ke$maslahatan masyarakat, se$karang ini qanu$n digu$nakan se$bagai istilah “pe$ratu$ran 

dae$rah” le$bih te$patnya pe$ratu$ran dae$rah yang me$njadi pe$ratu$ran pe$laksanaan langsu$ng u$ntu$k 

u$ndang-u$ndang.  Pe$nye$bu$tan qanu$n te$rhadap su$atu$ atu$ran hu$ku$m atau$ u$ntu$k pe$namaan su$atu$ 

adat te$lah lama di pakai dan te$lah me$njadi bagian ku$ltu$r adat dan bu$daya Ace$h. 

Pada u$mu$mnya mate$ri mu$atan qanu$n sama de$ngan mate$ri mu$atan pe$ratu$ran dae$rah, 

dalam rangka pe$laksanaan pe$me$rintahan di Ace$h, pe$me$rintah kabu$pate$n/kota dan 

pe$nye$le$ngaraan tu$gas pe$mbantu$an namu$n dalam be$be$rapa hal, mate$ri mu$atan qanu$n be$rbe$da 

de$ngan mate$ri mu$atan pe$ratu$ran dae$rah pada u$mu$mnya. Jadi pe$nge$rtian qanu$n tidaklah sama 

de$ngan Pe$rda kare$na isi qanu$n be$rasaskan pada ke$agamaan dan tidak bole$h be$rte$ntangan 

de$ngan syariat Islam, dalam hirarki Indone$sia qanu$n te$lah dite$tapkan ke$du$du$kannya dalam 

Undang-undang$ No. 12 tahu$n 2011 te$ntang Pe$mbe$ntu$kan Pe$ratu$ran Pe$ru$ndang-u$ndangan.  

Pada prinsipnya, Qanu$n me$miliki fu$ngsi yaitu$, me$nye$le$nggarakan pe$ngatu$ran dalam 

rangka pe$laksanaan otonomi dae$rah, me$nye$le$nggarakan pe$ngatu$ran hal-hal yang tidak 

be$rte$ntangan de$ngan pe$ratu$ran pe$ru$ndang-u$ndangan yang le$bih tinggi. 

6. Siyasah Dusturiyyah 

Siyasah Du$stu$riyah adalah bagian fiqh siyasah yang me$mbahas masalah pe$ru$ndang- 

u$ndangan ne$gara dalam hal ini ju$ga dibahas antara lain konse$p-konse$p konstitu$si (u$ndang- 

u$ndang dasar ne$gara dan se$jarah lahirnya pe$ru$ndang-u$ndangan dalam su$atu$ ne$gara), le$gislasi 

(bagaimana cara pe$ru$mu$san u$ndang-u$ndang), le$mbaga de$mokrasi dan syu$ra yang me$ru$pakan 

pilar pe$nting dalam pe$ru$ndang-u$ndangan te$rse$bu$t. Di samping itu$, kajian ini ju$ga me$mbahas 

konse$p ne$gara hu$ku$m dalam siyasah dan hu$bu$ngan timbal balik antara pe$me$rintah dan warga 
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ne$gara se$rta hak-hak warga ne$gara yang wajib di lindu$ngi
24

. Pe$rmasalahan didalam fiqh 

siyasah du$stu$riyah adalah hu$bu$ngan antara pe$mimpin di satu$ pihak dan rakyatnya dipihak 

lain se$rta ke$le$mbagaan-ke$le$mbagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Ole$h kare$na itu$, 

didalam fiqh siyasah du$stu$riyah biasanya dibatasi hanya me$mbahas pe$ngatu$ran dan 

pe$ru$ndang-u$ndangan yang di tu$ntu$t ole$h hal ihwal ke$ne$garaan dari se$gi pe$rse$su$aian de$ngan 

prinsip-prinsip agama dan me$ru$pakan re$alisasi ke$maslahatan manu$sia se$rta me$me$nu$hi 

ke$bu$tu$han nya
25

 di samping itu$, kajian ini ju$ga me$mbahas konse$p ne$gara hu$ku$m dalam 

siyasah dan hu$bu$ngan timbal balik antara pe$me$rintah dan warga ne$gara se$rta hak-hak warga 

ne$gara yang wajib dilindu$ngi. 

Pe$nge$rtian di atas dapat dide$finisikan bahwa siyasah du$stu$riyah me$ru$pakan bagian 

dari fiqh siyasah yang me$mbahas te$ntang pe$ru$ndang-u$ndangan ne$gara konse$p-konse$p 

konstitu$si, dan le$gislasi. Di samping itu$ kajian ini ju$ga me$mbahas konse$p ne$gara hu$ku$m 

dalam hu$bu$ngan timbal balik antara pe$me$rintah de$ngan warga ne$gara se$rta hak-hak warga 

ne$gara yang wajib dilindu$ngi. Nilai-nilai yang dile$takkan dalam pe$ru$mu$san U$ndang-u$ndang 

dasar me$ru$pakan jaminan atas hak asasi manu$sia se$tiap anggota masyarakat dan pe$ran 

se$lu$ru$h orang di mata hu$ku$m. Tanpa me$mandang ke$du$du$kan statu$s sosial, se$hingga tu$ju$an di 

bu$atnya pe$ru$ndang-u$ndangan u$ntu$k me$re$alisasikan ke$maslahatan manu$sia se$rta me$me$nu$hi 

ke$bu$tu$han manu$sia yang me$ru$pakan prinsip fiqh siyasah du$stu$riyah he$ndak te$rcapai. 

a. Dasar Hu$ku$m Siyasah Du$stu$riyah 

1. Al-Qu$r‟an 

Al-qu$r'an me$ru$pakan su$mbe$r pokok atu$ru$n didalam agama Islam yang 

dijadikan dasar dalam me$ne$ntu$kan hu$ku$m. Al-qu$r'an me$ru$pakan kalam Allah 

yang be$risi firman-firman Allah dalam be$ntu$k ragam hu$ku$m didalamnya. Al-

qu$r'an diyakini be$rasal dari Allah dan te$ks-te$ksnya dianggap su$ci, maka se$tiap 

mu$slim haru$s me$ngaku$i se$bagai fondasi se$ga macam su$pe$rstru$ktu$r Islam." 

2. Su$nnah 

Se$cara harfiah adalah su$atu$ prakte$k ke$hidu$pan yang me$mbu$daya atau$ su$atu$ 

norma prilaku$ yang dite$rima se$cara komu$nal ole$h masyarakat yang me$nyakini 

me$lipu$ti se$ge$nap u$capan dan tingkah laku$ nabi. Prose$s pe$riwayatan su$nah 

biasanya disaksikan ole$h be$be$rapa orang yang me$nge$tahu$i langsu$ng ke$jadiannya 

                                                             
24

 Muhammad Iqbal, Fiqh siyasah: Konstekstualisasi Dokrin Politik Islam, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 

2014), hlm.177. 
25

A. Djazuli, Fiqh siyasah, Iplementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah, Edisi 

Revisi, Cet.5 (Jakarta: Kencana 2013), hlm.47. 
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te$rse$bu$t dan disampaikan dari ge$ne$rasi ke$ ge$ne$rasi se$jak zaman Nabi hingga akhir 

dari pe$rawi yang me$riwayatkan de$ngan me$ne$liti se$de$re$tan pe$rawi yang 

be$rke$sinambu$ngan" 
26

 

3. Ijma‟ 

Dalam hu$ku$m Islam ijma‟ me$ru$pakan su$atu$ ke$pu$tu$san be$rsama u$ntu$k 

me$ne$ntu$kan su$atu$ hu$ku$m yang baik de$mi ke$masalahatan u$mat de$ngan cara 

mu$syawarah. 

Analisis Hubungan antara Qanun pokok Syariat Islam dalam Konteks Siyasah 

Dusturiyah 

Siyasah Du$stu$riyah, yang se$cara u$mu$m dapat di te$rje$mahkan se$bagai politik 

konstitu$sional, be$rfoku$s pada tata ke$lola ne$gara yang be$rdasarkan prinsip-prinsip 

hu$ku$m dasar atau$ konstitu$si. Dalam konte$ks pe$ne$rapan Syariat Islam me$lalu$i 

Qanu$n Pokok di Ace$h, pe$nde$katan ini me$nu$nju$kkan bagaimana prinsip-prinsip 

Syariat Islam diinte$grasikan ke$ dalam tata ke$lola pe$me$rintahan mode$rn me$lalu$i 

me$kanisme$ konstitu$sional. 

Be$riku$t adalah analisis de$tailnya: 

1. Landasan Normatif 

Qanu$n Pokok Syariat Islam di Ace$h me$miliki basis hu$ku$m yang ku$at, baik 

dalam konte$ks hu$ku$m Islam mau$pu$n hu$ku$m nasional. 

a. Hu$ku$m Nasional: Ace$h dibe$ri we$we$nang otonomi khu$su$s 

be$rdasarkan U$ndang-U$ndang Nomor 11 Tahu$n 2006 te$ntang 

Pe$me$rintahan Ace$h. Hal ini me$mu$ngkinkan Ace$h me$ne$tapkan 

Qanu$n yang se$cara spe$sifik me$ngatu$r imple$me$ntasi Syariat Islam. 

b. Hu$ku$m Islam: Dalam pe$rspe$ktif Islam, Syariat adalah ke$rangka 

hu$ku$m yang me$ngatu$r hu$bu$ngan antara manu$sia de$ngan Allah 

(hablu$m minallah) dan hu$bu$ngan se$sama manu$sia (hablu$m 

minannas). 

Konte$ks Siyasah Du$stu$riyah me$ndu$ku$ng imple$me$ntasi Qanu$n ini 

se$bagai be$ntu$k ke$se$su$aian antara prinsip Syariat de$ngan hu$ku$m dasar 

ne$gara yang mode$rn, se$pe$rti Pancasila dan U$U$D 1945. 

2. Konte$ks Politik Konstitu$sional (Siyasah Du$stu$riyah) 

                                                             
26

 Ridwan, Fiqih Politik: Gagasan Harapan dan Kenyataan, Cet.1 (Jakarta: Amzah,2020), hlm.53. 
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Siyasah Du$stu$riyah me$mbe$rikan ke$rangka ke$rja bagaimana Syariat 

Islam dapat dite$rapkan dalam se$bu$ah siste$m pe$me$rintahan yang 

de$mokratis dan be$rlandaskan hu$ku$m. 

a. Pe$ngaku$an Konstitu$sional: Dalam siste$m pe$me$rintahan Indone$sia, 

pe$ran Syariat Islam di Ace$h diaku$i se$bagai bagian dari plu$ralisme$ 

hu$ku$m. 

b. Ke$se$imbangan antara Syariat dan Konstitu$si: Qanu$n dirancang 

u$ntu$k tidak be$rte$ntangan de$ngan konstitu$si Indone$sia, namu$n te$tap 

me$mu$at nilai-nilai Islam yang me$njadi ide$ntitas masyarakat Ace$h. 

c. Pe$ngatu$ran dalam Rangka Ne$gara Ke$satu$an: Imple$me$ntasi Qanu$n 

dilaku$kan dalam ke$rangka Ne$gara Ke$satu$an Re$pu$blik Indone$sia 

(NKRI), me$mastikan ke$se$su$aian de$ngan norma hu$ku$m nasional 

dan inte$rnasional. 

3. Aspe$k Imple$me$ntasi dan Tantangan 

Imple$me$ntasi Qanu$n Pokok Syariat Islam dalam konte$ks Siyasah 

Du$stu$riyah me$ncaku$p pe$ngatu$ran be$rbagai se$ktor, se$pe$rti hu$ku$m pidana, 

e$konomi, dan sosial. Namu$n, te$rdapat tantangan yang pe$rlu$ dianalisis: 

a. Sinkronisasi Hu$ku$m: Haru$s ada u$paya harmonisasi antara Qanu$n 

dan hu$ku$m nasional, te$ru$tama dalam hal pe$rbe$daan prinsip. 

Misalnya, pe$ne$rapan hu$ku$m cambu$k se$bagai hu$ku$man dalam 

Qanu$n Ace$h se$ring me$njadi pe$rhatian inte$rnasional. 

b. Prinsip Ke$adilan dan Ke$se$taraan: Syariat Islam yang dite$rapkan 

me$lalu$i Qanu$n haru$s me$njamin ke$adilan bagi se$mu$a lapisan 

masyarakat, te$rmasu$k non-Mu$slim yang tinggal di Ace$h. 

c. E$fe$ktivitas Pe$me$rintahan: Pe$me$rintah Ace$h pe$rlu$ me$mastikan 

bahwa imple$me$ntasi Qanu$n tidak be$rte$ntangan de$ngan prinsip-

prinsip de$mokrasi dan HAM yang diatu$r dalam konstitu$si 

Indone$sia. 

4.  Data Pe$ndu$ku$ng 

a. Statistik Pe$ne$rapan Hu$ku$m Syariat: Se$jak dibe$rlaku$kannya Syariat 

Islam di Ace$h, be$rbagai aspe$k ke$hidu$pan masyarakat diatu$r 

me$lalu$i Qanu$n. Misalnya: 



41 

Vol. 05, No. 01, Tahun 2025 

As-Siyadah:  E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972 

Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Pelaksanaan Otonomi Khusus… 

  

1) Data pe$ne$gakan hu$ku$m Syariat me$nu$nju$kkan bahwa 

pe$langgaran hu$ku$m se$pe$rti ju$di, khalwat, dan minu$man ke$ras 

me$ngalami pe$ningkatan pe$ngawasan me$lalu$i pe$ran Wilayatu$l 

Hisbah. 

2) Pe$ningkatan partisipasi masyarakat dalam pe$laksanaan Syariat, 

te$ru$tama dalam se$ktor e$konomi syariah, me$nu$nju$kkan 

du$ku$ngan pu$blik te$rhadap imple$me$ntasi Qanu$n. 

b. Re$spons Inte$rnasional: Be$be$rapa organisasi inte$rnasional 

me$ngkritisi aspe$k pe$ne$rapan Qanu$n, te$ru$tama te$rkait hu$ku$man 

fisik. Hal ini me$njadi tantangan bagi Ace$h u$ntu$k me$nye$imbangkan 

imple$me$ntasi Syariat de$ngan me$njaga re$pu$tasi di tingkat global. 

5.  Ke$simpu$lan dan Re$kome$ndasi 

c. Ke$se$larasan Hu$ku$m: Pe$me$rintah Ace$h haru$s te$ru$s me$mastikan 

sinkronisasi antara Qanu$n Pokok Syariat Islam dan hu$ku$m nasional 

agar te$rcipta ke$harmonisan hu$ku$m. 

d. Pe$mahaman Masyarakat: Sosialisasi ke$pada masyarakat me$nge$nai 

nilai-nilai Syariat Islam yang te$rkandu$ng dalam Qanu$n pe$rlu$ te$ru$s 

ditingkatkan u$ntu$k me$ndorong pe$ne$rimaan yang le$bih lu$as. 

e. Pe$nde$katan Inklu$sif: Pe$laksanaan Qanu$n haru$s me$mpe$rtimbangkan 

ke$be$ragaman masyarakat Ace$h, se$hingga prinsip ke$adilan, 

ke$manu$siaan, dan ke$se$taraan te$tap te$rjaga. 

f. Pe$ngawasan dan E$valu$asi: Pe$me$rintah pe$rlu$ me$laku$kan e$valu$asi 

be$rkala te$rhadap imple$me$ntasi Qanu$n u$ntu$k me$mastikan 

e$fe$ktivitas dan re$le$vansi dalam konte$ks pe$me$rintahan mode$rn. 

De$ngan pe$nde$katan ini, Qanu$n Pokok Syariat Islam dapat te$ru$s 

me$njadi instru$me$n yang e$fe$ktif dalam me$nciptakan tata ke$lola 

pe$me$rintahan yang be$rlandaskan nilai-nilai Islam tanpa me$ngabaikan 

prinsip-prinsip konstitu$sional dan de$mokrasi. 

 

D. PENUTUP 

Otonomi khu$su$s Ace$h me$ru$pakan ke$we$nangan yang dibe$rikan ke$pada provinsi Ace$h 

u$ntu$k me$ngatu$r dan me$ngu$ru$s ke$pe$ntingan masyarakatnya me$nu$ru$t gagasan se$ndiri 

be$rdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat, pe$mbe$rian otonomi khu$su$s atau$ 
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ke$we$nangan khu$su$s ke$pada Provinsi Ace$h. Pe$nye$rahan we$we$nang te$rhadap dae$rah otonom 

ke$pada Provinsi Ace$h yang ke$bijakannya be$rorie$ntasi pada pe$nye$le$nggaraan pe$me$rintahan 

se$cara Syariah me$ru$pakan se$bu$ah konse$nsu$s antara pe$me$rintah pu$sat dan pe$me$rintah Ace$h 

u$ntu$k me$laksanakan pe$me$rintahan se$su$ai syariat Islam, syariat Islam yang di maksu$t dalam 

pe$ne$litian ini me$ncaku$p se$lu$ru$h aspe$k ke$hidu$pan masyarakat dan aparatu$r di Ace$h yang 

pe$laksanaanya me$lipu$ti: aqidah, syariah, dan akhlak. Dalam Siyasah Du$stu$riyah di batasi 

hanya me$mbahas pe$ngatu$ran dan pe$ru$ndang-u$ndangan yang di tu$ntu$t ole$h hal ihwal 

ke$ne$garaan dari se$gi pe$rse$su$aian de$ngan prinsip-prinsip agama dan me$ru$pakan re$alisasi 

ke$maslahatan.  
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